
- 1 - 

 

 

BUPATI PATI 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI PATI 

NOMOR  41  TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS  PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 57 TAHUN 

2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 

FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PATI, 

Menimbang :  a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 

57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati 

Nomor 86 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Dinas Perhubungan perlu disesuaikan; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati 

Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Perhubungan; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

 

2. Undang-Undang . . . 

 

 
SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 

2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi 

Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98); 

 

8. Peraturan . . . 
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8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati 

Nomor 133); 

9. Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten 

Pati Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 86 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 57 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan 

Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 

Nomor 86); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA  ATAS 

 PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 57 TAHUN 2016 

 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS

 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 57 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 86 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 

57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan 

Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 

Nomor 86)  diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan . . . 
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1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c ditambah 1 (satu) 

angka, yakni angka 3, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 5 

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, terdiri dari :  

1. Subbagian Program dan Keuangan;  dan 

2. Subbagain Umum dan Kepegawaian.  

c. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :  

1. Seksi Manajemen Lalu Lintas; 

2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan 

3. Seksi Penerangan Jalan Umum.  

d. Bidang Angkutan dan Teknik Sarana, terdiri dari  

1. Seksi Angkutan; dan 

2. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.  

e. Bidang Pengendalian Dan Operasional, terdiri 

dari:  

1. Seksi Pengamanan dan Keselamatan Jalan; 

dan  

2. Seksi Perpakiran.  

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

(2) Sekretariat  sebagaimana   dimaksud  pada   ayat (1), 

dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di 

bawah  dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dipimpin  oleh Kepala Bidang yang  berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.  

(4) Subbagian sebagaimana dimaksud  pada  ayat (1), 

dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.  

 

(5) Seksi . . . 



- 5 - 

 

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 

oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga 

fungsional senior  yang ditunjuk sebagai Ketua 

Kelompok dan bertanggung jawab  kepada Kepala 

Dinas.  

(7) Unit  Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dipimpin oleh kepala yang 

berkedudukan  di bawah   dan    bertanggung   jawab 

kepada Kepala Dinas.  

(8) Bagan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak  

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

2. Ketentuan Pasal 16A diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 16A 

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas pokok menyiapkan 

perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan 

dan pengelolaan kegiatan Manajemen Lalu Lintas, 

Rekayasa Lalu Lintas dan Penerangan Jalan Umum. 

3. Ketentuan Pasal 16B huruf a, huruf b, dan huruf c 

diubah, sehingga Pasal 16B berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 16B 

Bidang Lalu Lintas dalam menjalankan tugasnya 

mempunyai fungsi : 

a. penyiapan     bahan   perumusan   kebijakan   teknis 

pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Manajemen 

Lalu  Lintas, Rekayasa Lalu  Lintas  dan  Penerangan  

Jalan  Umum; 

b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Manajemen 

Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas serta 

Penerangan Jalan Umum untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;  

c. pengoordinasian . . . 
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c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan  

kegiatan Manajemen Lalu Lintas, Rekayasa Lalu Lintas 

dan Penerangan Jalan Umum;  

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

4. Ketentuan Pasal 16C huruf b, huruf f, huruf g, dan huruf 

h diubah serta huruf i dihapus, sehingga Pasal 16C 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 16C  

Bidang Lalu Lintas mempunyai rincian tugas : 

a. merencanakan operasional program dan kegiatan di  

bidang Lalu Lintas sebagai pedoman kerja agar  

pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;  

b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-  

undangan keputusan petunjuk pelaksanaan dan  

petunjuk teknis Seksi Manajemen Lalu Lintas, Seksi 

Rekayasa Lalu Lintas serta Seksi Penerangan Jalan 

Umum; 

c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas  

kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai  

dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas  

dapat  diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;  

d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan  

berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk  

kelancaran pelaksanaan tugas;  

e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan  

instansi terkait baik vertikal maupun horizontal  

sesuai bidang tugasnya guna sinkronisasi dan  

kelancaran pelaksanaan tugas;  

f. merumuskan bahan kebijakan teknis Manajemen 

Lalu Lintas, Rekayasa Lalu Lintas serta Penerangan 

Jalan  Umum berdasarkan peraturan 

perundang-undangan sebagai bahan kajian 

pimpinan; 

 

g. mengarahkan . . . 
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g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan 

kegiatan   Manajemen Lalu Lintas, Rekayasa Lalu 

Lintas serta Penerangan Jalan Umum berdasarkan 

peraturan dan petunjuk teknis guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

h. menyelenggarakan kegiatan Manajemen Lalu Lintas, 

Rekayasa  Lalu Lintas dan Penerangan Jalan Umum 

sesuai   dengan  petunjuk teknis serta ketentuan 

yang ada guna  peningkatan mutu kegiatan; 

i. dihapus; 

j. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 

kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 

karier, pemberian penghargaan dan sanksi;  

k. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Lalu 

Lintas baik secara lisan maupun tertulis kepada 

atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi  

pelaksanaan tugas;  

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan  

oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.  

5. Diantara Pasal 16E dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) 

pasal, yakni Pasal 16F yang berbunyi sebagai berikut:  

     Pasal 16F 

Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai rincian 

tugas:  

a. merencanakan, mengonsep program dan rencana 

kerja serta rencana kegiatan di Seksi Penerangan 

Jalan Umum;  

b. mempelajari dan   menelaah   peraturan   perundang-

undangan  yang  terkait  dengan  Seksi  Penerangan  

Jalan Umum; 

 

c. membagi . . . 
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c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing  

bawahannya dalam melaksanakan tugasnya 

berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk 

pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas 

secara benar;  

d. meneliti dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan  

berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil  

kerja yang optimal; 

e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan  

instansi terkait baik vertikal maupun horizontal  

sesuai bidang tugasnya guna sinkronisasi dan 

kelancaran  pelaksanaan tugas;  

f. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Penerangan  

Jalan Umum sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan  dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian  

pimpinan;  

g. melaksanakan kegiatan pelayanan Penerangan Jalan  

Umum dan Penerangan Taman berdasarkan  

peraturan   dan petunjuk teknis guna kelancaran  

pelaksanaan  tugas; 

h. melaksanakan inventarisasi dan survei kebutuhan  

serta penentuan lokasi perlengkapan jalan, yang  

terdiri dari  Alat Penerangan Jalan dan Penerangan  

Taman; 

i. melaksanakan kegiatan pengadaan, pemasangan, 

Pengelolaan dan pemeliharaan Alat Penerangan  

Jalan serta Penerangan Taman;  

j. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja   

bawahan  berdasarkan sasaran kerja pegawai dan  

perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka   

peningkatan karier, pemberian penghargaan dan  

sanksi;  

 

k. mengevaluasi . . . 
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k. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi  

Penerangan Jalan Umum  berdasarkan  program   

kerja  agar sesuai dengan target hasil; 

l. lmembuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi     

Penerangan Jalan Umum sesuai dengan hasil 

pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas 

dan transparansi pelaksanaan tugas; 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan  

oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis. 

 

6. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB, 

yakni BAB VA yang berbunyi sebagai berikut: 

BAB VA 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 27A 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, struktur 

organisasi dan pejabat yang ada tetap melaksanakan 

tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang 

baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

 

7. Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini 

 

Pasal II 

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 

2022. 

2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.                                                                                                                 

 

Agar  . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturaan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati. 

 

      

Ditetapkan di Pati 

pada tanggal 21 Juli 2021 

BUPATI PATI, 

             Ttd 

 HARYANTO 

Diundangkan di Pati 

pada tanggal 21 Juli 2021 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, 

Ttd 

SUHARYONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 41 
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STRUKTUR ORGANISASI 

DINAS PERHUBUNGAN 

 

 

LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI PATI 

NOMOR 41 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS  PERATURAN BUPATI PATI 

NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 

TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN 

 

BUPATI PATI, 

Ttd 

HARYANTO 

KEPALA 

SEKRETARIAT 

SUBBAGIAN 

UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

SUBBAGIAN 

PROGRAM DAN KEUANGAN 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

BIDANG 

LALU LINTAS 

BIDANG 
ANGKUTAN DAN TEKNIK 

SARANA 

BIDANG 
PENGENDALIAN DAN 

OPERASIONAL 

SEKSI 
MANAJEMEN LALU 

LINTAS 

SEKSI 

REKAYASA LALU LINTAS 
SEKSI 

PENGUJIAN KENDARAAN 
BERMOTOR 

SEKSI 

ANGKUTAN 

SEKSI 

PERPARKIRAN 

SEKSI 
PENGAMANAN DAN 

KESELAMATAN  
JALAN 

 

UPTD 

SEKSI 
PENERANGAN JALAN 

UMUM 


